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Abstract: The objective of the study is to be the partial fulfillment
of the requirement for the degree of Bachelor of Law attained from
Faculty of Law, University of Surabaya. he purpose of writing this
scientific article is to find out and analyze the extent to which Based
on Article 111 of the Civil Code Which states that every person who
holds the results of plantation Business obtained from looting and/or
theft as referred to in article 78 shall be sentenced to a maximum of
7 (seven) years imprisonment and a maximum fine of
Rp.7,000,000,000.00 (seven billion rupiahs). This research analyzes
the actions taken by the perpetrators (US), namely those who
contarct plantation product in terms of law No.39 of 2014
concerning plantation. It can be started that in the case of the United
States conducting extraction of plantation product is one form of
imposition so that US can be subject to article 111 of law No.39 of
2014 concerning plantation.
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Abstrak: Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan
dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Surabaya. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis sejauh mana Berdasarkan Pasal 111
KUHPidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang menadah
hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau
pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyaj
Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar ruiah). Penelitan ini menganalisis
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (US) yaitu yang melakukan
penadahan hasil usaha perkebunan ditinjau dari Undang - Undang
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Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Hal ini dapat
dinyatakan bahwa pada kasus US yang melakukan penadahan hasil
usaha perkebunan merupakan salah satu bentuk penadahan
sehingga US dapat dikenakan pasal 111 Undang - Undang Nomor
39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Kata Kunci: Penadahan, Hasil Usaha Perkebunan

Pendahuluan

Seiring  berjalannya waktu kejahatan semakin terus
berkembang, schingga pada saat ini di tambah dengan banyaknya
pengaruh dari Negara lain yaitu perkembangan teknologi serta
tingkah laku masyarakat yang cenderung mengikuti hal yang
negatif. Schingga dalam hukum diyakini sebagai alat untuk
memberikan kepastian dalam pergaulan hidup. Ini memang sudah
pokoknya semua hukum mengatur tingkah laku masyarakat untuk
dalam keselamatan masyarakatnya yaitu yang terdiri dari manusia.
Maka dari itu kepentingan masyarakat lah yang menjadi faktor
dalam segala peraturan hukum. Hukum juga merupakan norma
yang di kenal dengan istilah norma hukum yaitu yang dimaksud
dengan mengikat masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum
tersebut. Maka konsekuensi dari itu semua bahwa hukum mengikat
setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Indonesia.

Setiap tindakan warga negaranya di atur oleh hukum,
bahkan hal yang sangat privat maupun pribadi sekalipun, hukum
juga memegang peran yang cukup besar dalam mengaturnya. Dalam
perangkat hukum di perlukan untuk menyelesaikan konflik
maupun kejahatan yang ada dalam masyarakat kita. Salah satu usaha
pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu adalah dengan
menggunakan hukum pidana maka dari itu dengan adanya
kejahatan itu adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta
adanya sanksi yang berupa pidana. Manusia di penuhi oleh berbagai
kepentingan dan kebutuhan antara satu kebutuhan dengan yang
lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan dalam
rangka memenuhi kebutuhan maupun kepentingannya inilah
manusia dapat bersikap dan berbuat.
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Hukum pidana yaitu sebagai hukum publik yang bertujuan
mengatur berinteraksi kepada masyarakat agar sesuai dengan
pengaturan hukum itu sendiri. Yang dalam kaitannya dengan
pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan
keharusan yang memiliki sanksi negatif maka dari itu hukum pidana
mengambil posisi sebagai solusi yang efektif dalam mengatasi sebuah
permsalahan.! Dengan adanya hukum pidana tersebut di harapkan
dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu
maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.
Definisi lain disebutkan oleh Andrisman bahwa pidana sebagai
penderitaan maupun nestapa yang sengaja di bebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan dalam memenuhi unsur syarat-
syarat tertentu.” Selain itu, Moeljanto mengartikan perbuatan
pidana juga sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum,
larangan yang disertai sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut. Larangan yang di tujukan kepada
perbuatan (suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)
sedangkan ancaman pidana ditujukkan kepada orang yang
menimbulkan kejahatan itu.

Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam
masyarakat baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika dan
agama. Dan terlebih lagi terhadap peraturan hukum yang tertuang
dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu delik
penadahan, penadahan disebut sebagai kejahatan, sekaligus
merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat. Di dalam kitab Undang-undang hukum pidana
(KUHP) Indonesia, delik penadahan di golongkan sebagai
kejahatan terhadap harta benda yang di atur dalam pasal 480,481
dan pasal 482 KUHP. Telah terjadi dalam belakangan ini banyak
tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak
menarik perhatian masyarakat Indonesia yang di antaranya kasus
pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

! Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.
2 Tri Andrisman, Asas-Asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,
(Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008), 8.
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Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh
hukum karena penadahan dilihat dari cara kejahatannya yaitu dapat
dikatakan menolong atau membantu maupun memudahkan
tindakan kejahatan si pelaku tersebut, yang dapat mempersukar
pengusutan kejahatan yang bersangkutan dalam mengadili terdakwa
yang melakukan tindak pidana penadahan. Maka dari itu dengan
adanya pembuktian terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut
benar-benar melakukan kejahatan yang di karenakan barang dari
kejahatan tersebut apakah di dapat dari hasil kejahatan. Dan dalam
hal ini si penadah menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaanya.
Maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu
apakah sesecorang itu mampu untuk di pertanggungjawabkan,
dengan kata lain adanya unsur seseorang itu mampu untuk di
pertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan
kesengajaan.

Tindak pidana penadahan disebut sebagai tindak pidana
pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong
orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja
tidak akan dilakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia
menerima hasil kejahatan tersebut.® Salah satu unsur penadahan
yang sering kali dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
dalam praktik persidangan adalah unsur kesengajaan (c#lpa), yang
dimaksud bahwa di pelaku penadahan dianggap patut harus dapat
menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat
dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal usul barang
tersebut).* Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” yang
merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini
secara alternatif disebutkan bahwa terhadap unsur lain yaitu bahwa
barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku

penadahan tahu atau harus dapat menyangka dengan kejahatan apa

3 P. A F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), 362.

* Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Makasar: Revika
Aditama, 2003), 31.
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barangnya diperoleh yaitu apakah dari pencurian, penggelapan,
pemerasan, atau penipuan.

Pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekira pukul 19.00
WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015
bertempat di jalan raya Bangsri — Keling turut Desa Wedelan,
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara pada tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri jepara, Berawal
dari US yang sedang menelpon seseorang yang bernama SN (DPO)
yang mendapati getah karet/lump yang sebelumnya di ambil dari
seorang SR termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang
merupakan tenaga pengepul, yang dengan maksud untuk membeli
getah karet/lump dengan kesepakatan harga Rp.17.000.000,- (tujuh
belas juta rupiah) seberat 2.558 kg getah karet/lump putih dan lump
tanah seberat 2.046 kg. Maka US yang sedang mengendarai truk
angkutnya untuk segera melaju pergi dengan tujuan dari kecamatan
Bangsri menuju kecamatan Welahan.

Meskipun hari telah larut malam dengan cara US yang
sedang mengendarai satu unit truk merk Colt Diesel Izusu EIf
berwarna putih dengan nopol K-1772-EL yang dipinjaminya dari
saksi NK menuju rumah SN yang terletak di Desa Wedelan
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk mengangkut getah
karet/lump putih seberat 2.558 kg dan lump seberat 2.046 kg dari
belakang rumah SN ke atas bak truk tersebut.

Selanjutnya setelah semua lump putih dan lump tanah telah
berada di atas bak truk, terdakwa mengemudikan truk tersebut.
Selanjutnya pada saat truk yang dikemudikan US melintasi jalan
raya Bangsari Keeling turut Desa Wedelan saksi MO bin SI yang
merupakan juga pegawai dari PTP.Nusantara IX Kebun Balong beji
Kali Telung Jepara, saksi SO dan saksi SS yang bekerja sebagai
Bintara Keamanan pada PTP.Nusantara IX Kebon Balong Beji Kali
Telung Jepara menghentikan laju  kendaraan truk yang
dikemudikan US dimana pada saat di berhentikan oleh saksi
tersebut menanyakan dokumen/surat yang menyatakan keabsahan
getah karet/lump putih dan lump tanah yang di angkut atau di bawa
oleh US, sementara SR (DPO) berhasil melarikan diri dari upaya
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penangkapan oleh para saksi tersebut dengan cara melompat dari
truk pada saat dihadang oleh para saksi tersebut. Namun US tidak
dapat menunjukannya sechingga muatan yang dibawa oleh terdakwa
adalah tidak sah/illegal karena berasal dari hasil kejahatan. Bahwa
US dalam melakukan membeli atau membawa getah/lump tersebut
scharusnya dapat menyangka atau mengira bahwa barang tersebut
adalah didapatkan dari hasil kejahatan, disebabkan mengingat
barang tersebut pada saat diangkut tidak dilengkapi oleh bukti surat
atau dokumen dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini
PTP.Nusantara IX Kebon Balong Beji Kali Telung Jepara dan
mengingat tempat atau waktu pengangkutan yang tidak wajar yakni
pada saat larut malam, Schingga dikarenakan US sedang
mendapatkan keuntungan dari saksi SN maka US tetap melakukan
pengangkutan getah karet/lump curian tersebut.

Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindakan Us Yang
Membeli Hasil Pencurian

Perkebunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
dengan berbagai hal, yaitu: (1) hal berkebun, (2) perusahaan yang
mengusahakan kebun, (3) tanah yang dijadikan kebun, dan (4) budi
daya perkebunan (karet, kopi, dan sebagainya) yang diusahakan
secara baik, sungguh-sungguh, dan terencana untuk memperoleh
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